











1. Interpretasi tempat perdagangan dalam pada Pasal 10 Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melalui penafsiran 
Argumentum Per Analogiam (Analogi) dipersamakan dengan sarana 
perdagangan menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 
tentang Perdagangan karena sarana menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBBI) mempunyai pengertian sebagai segala sesuatu yang 
dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, alat, 
media. Kata media dalam pengertian sarana kemudian diinterpretasikan 
secara ekstensif di dalamnya termasuk wadah yang memiliki sinonim 
kata tempat sehingga kemudian ditarik kesimpulan bahwa  kata sarana 
perdagangan sama dengan tempat perdagangan. Dalam Pasal 12 dimuat 
bahwa sarana perdagangan itu terdiri dari pasar tradisional, toko 
modern, dan pusat perbelanjaan, gudang, dan lain-lain. 
2. Tempat perdagangan yang dimaksud Pasal 10 Undang-Undang Nomor 
28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat diimplementasikan hanya 
terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi di pusat perbelanjaan saja, 






swalayan, gudang, perkulakan, pasar lelang komoditas, pasar berjangka 
komoditi,dan saran perdagangan lainnya belum implementatif 
dikarenakan pemerintah dalam pelaksanaan Pasal 10 lebih cenderung 
diterapkan pada pusat perbelanjaan ditambah masih kurangnya 
peraturan pelaksana dibawahnya yang mendukung penerapan Pasal 10 
ini. 
B. Saran 
1. Disarankan kepada pemerintah untuk meninjau kembali Pasal 10 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam kaitannya dengan 
kriteria tempat perdagangan, agar nantinya dalam implementasinya tidak 
menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda mengenai apa saja yang 
dimaksud dengan tempat perdagangan tersebut dan juga nantinya dalam 
penerapannnya tidak pilih-pilih atau hanya dikhususkan pada pusat 
perbelanjaan saja,namun tempat perdagangan yang lain yang dimaksudkan 
juga ikut dilibatkan. Dengan demikian dapat dipertanggung jawabkan jika 
sewaktu-waktu terjadi pelanggaran hak cipta di tempat perdagangan 
lainnya, bukan hanya di pusat perbelanjaan. 
2. Disarankan kepada pemerintah untuk membuat ketentuan yang khusus 
mengatur tentang pemilik toko atau tenat di tempat perdagangan khususnya 
pusat perbelanjaan. Karena pelanggaran hak cipta tidak hanya disebabkan 
oleh pengelola pusat perbelanjaan itu sendiri, namun peran serta pemilik 






pemilik toko atau tenat  juga lebih berhati-hati dalam menjual barang-
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